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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah mahar oleh istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada prinsip kerelaan (ridha/’an taradin) sebagai unsur utama. Permasalahan penelitian berangkat dari ketentuan QS. An-Nisa ayat 4 yang memperbolehkan penyerahan kembali mahar oleh istri kepada suami sepanjang dilakukan secara sukarela (ṭīban nafsan). Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, kerelaan sering kali sulit diukur karena adanya potensi tekanan, baik secara langsung maupun terselubung, seperti tekanan psikologis, ekonomi, maupun relasi kekuasaan antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji prinsip ridha dan ikrah dalam menentukan keabsahan hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah mahar pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat hibah, yaitu adanya pemberi, penerima, objek hibah, dan ijab kabul, serta dilakukan oleh pihak yang cakap hukum. Namun demikian, keabsahan hibah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, melainkan juga harus dilihat dari substansi kehendak istri yang benar-benar bebas dari unsur paksaan (ikrah). Jika hibah dilakukan dalam kondisi tertekan, baik secara nyata maupun terselubung, maka hibah tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Dengan demikian, prinsip kerelaan menjadi indikator utama dalam menilai keabsahan hibah mahar, sehingga perlindungan terhadap hak ekonomi istri tetap terjaga dalam kerangka hukum Islam.
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1. Latar Belakang
Perkawinan merupakan salah satu pranata sosial yang bersifat universal dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat (Mayasari & Sukorina, 2025). Dalam hampir setiap kebudayaan, perkawinan dipandang sebagai institusi yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, sekaligus menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan, terbentuk tatanan sosial yang teratur karena adanya pengakuan hukum dan norma terhadap hubungan suami istri. Oleh sebab itu, keberadaan perkawinan tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi moral, budaya, dan hukum yang saling berkaitan.
Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Musyafah, 2020). Konsep tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan ikatan spiritual dan emosional yang dilandasi oleh tanggung jawab serta komitmen jangka panjang. Dalam ajaran Islam, perkawinan juga menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, setiap unsur dalam perkawinan, baik hak maupun kewajiban, diatur secara jelas guna menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami dan istri.
Pengaturannya dalam sistem hukum nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa keagamaan yang sakral, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri serta berdampak pada status anak, harta kekayaan, dan hubungan keperdataan lainnya. Dengan demikian, negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perkawinan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak yang timbul dari hubungan tersebut.
Mahar wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai konsekuensi dari akad nikah. Perintah tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 4 yang menegaskan agar mahar diberikan kepada perempuan sebagai pemberian yang dilakukan dengan penuh kerelaan. Tafsir Al-Qurthubi (2006:45) menjelaskan bahwa mahar merupakan hak penuh perempuan yang harus ditunaikan tanpa paksaan (Khairuddin, 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar pelengkap akad, melainkan hak ekonomi yang melekat pada istri. Dalam praktiknya, mahar juga memiliki nilai simbolik sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istri.
Kejelasan mengenai bentuk, jenis, dan jumlah mahar diperlukan untuk menjamin kepastian atas hak ekonomi perempuan, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadi perceraian (Khusnul Asma, Yunita, & Machrus, 2024). Tanpa kejelasan tersebut, berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Oleh karena itu, pengaturan mahar tidak hanya penting dalam perspektif agama, tetapi juga dalam perspektif hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak perempuan. Dengan demikian, mahar menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan serta menunjukkan adanya perlindungan terhadap posisi istri dalam hubungan hukum keluarga.
Mahar yang telah diserahkan menjadi hak milik istri dan pada dasarnya tidak dapat diminta kembali oleh suami apabila perkawinan telah berlangsung secara sah. Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Ketentuan tersebut memperkuat bahwa mahar dalam hukum positif Indonesia merupakan hak individual istri dan tidak termasuk harta bersama (Adiliah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan mahar tidak hanya sebagai simbol dalam akad pernikahan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas terkait kepemilikan dan perlindungan hak istri. Dengan demikian, mahar berfungsi sebagai bentuk penghormatan sekaligus jaminan atas hak ekonomi perempuan dalam ikatan perkawinan.
Dalam praktiknya, sering muncul dinamika terkait pengelolaan dan pemanfaatan mahar setelah perkawinan berlangsung. Tidak jarang terjadi kondisi di mana istri secara sukarela menyerahkan kembali sebagian atau seluruh mahar kepada suami, baik karena alasan kebutuhan ekonomi, keharmonisan rumah tangga, maupun faktor sosial lainnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batasan dan keabsahan tindakan tersebut, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa meskipun mahar telah menjadi hak penuh istri, terdapat kemungkinan peralihan kembali hak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Penyerahan kembali mahar dari istri kepada suami tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan dengan senang hati (ṭīban nafsan), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 4. Kebolehan ini mensyaratkan adanya kerelaan istri sebagai pemilik hak, sehingga penyerahan hanya sah apabila terbebas dari unsur paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun. Frasa ṭīban nafsan menegaskan bahwa kehendak bebas menjadi unsur utama dalam tindakan tersebut. Kerelaan (ridha) menjadi syarat sah setiap akad dan perbuatan hukum yang mengakibatkan perpindahan hak, termasuk hibah (Khair & Sulfa, 2025). Dengan kata lain, aspek psikologis dan kebebasan kehendak memiliki peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.
Lebih lanjut, konsep ridha tidak hanya dimaknai sebagai persetujuan secara formal, tetapi juga harus mencerminkan kondisi batin yang benar-benar bebas dari tekanan. Dalam realitas sosial, tekanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tekanan ekonomi, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, maupun norma sosial yang secara tidak langsung memengaruhi keputusan istri. Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan penyerahan kembali mahar tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus mempertimbangkan konteks yang melatarbelakanginya.
Dengan demikian, penting untuk menelaah lebih mendalam mengenai batasan kerelaan dan potensi adanya unsur paksaan dalam praktik hibah mahar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri tetap terlindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun hukum positif.
Ikrah dipahami sebagai tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan bukan atas kehendaknya sendiri (Serat & Azizi, 2025). Dalam kajian hukum Islam, konsep ini memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan suatu perbuatan hukum, termasuk dalam konteks hibah mahar. Ulama membedakan antara ikrah mulji’ yang menghilangkan pilihan secara total dan ikrah ghairu mulji’ yang masih menyisakan pilihan namun berada dalam tekanan (Agustina & Ismah, 2024). Perbedaan ini berpengaruh terhadap penilaian sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sebab tingkat tekanan yang dialami seseorang akan menentukan apakah kehendak yang muncul benar-benar bebas atau tidak. Oleh karena itu, apabila hibah dilakukan dalam kondisi ikrah yang nyata, maka keabsahannya dapat dipersoalkan karena tidak memenuhi unsur kerelaan sebagai syarat utama dalam transaksi.
Relasi suami istri dalam rumah tangga sering kali menghadirkan bentuk tekanan yang tidak selalu tampak secara fisik (Agustina, 2023). Dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu berjalan dalam posisi yang seimbang, sehingga memungkinkan munculnya dominasi dari salah satu pihak. Tekanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketergantungan ekonomi yang membuat istri merasa tidak memiliki pilihan lain, tekanan psikologis yang memengaruhi kondisi mental, maupun dorongan emosional yang secara tidak langsung mengarahkan pada pengambilan keputusan tertentu. Kondisi-kondisi tersebut sering kali tidak disadari sebagai bentuk paksaan, namun tetap berpengaruh terhadap kebebasan kehendak istri dalam mengambil keputusan. Situasi seperti ini menimbulkan kesulitan dalam memastikan apakah penyerahan mahar benar-benar dilakukan secara sukarela atau berada dalam kondisi tertekan secara terselubung (Rusli, 2023).
Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena tidak adanya indikator teknis yang rinci mengenai ukuran kerelaan dalam hukum Islam maupun dalam praktik hukum positif. Kerelaan sering kali hanya diukur berdasarkan pernyataan formal, seperti adanya persetujuan lisan atau tindakan penyerahan, tanpa menggali lebih dalam kondisi yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Padahal, pernyataan lisan mengenai kesediaan menyerahkan mahar belum tentu cukup untuk memastikan tidak adanya unsur ikrah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang sebenarnya berada dalam tekanan. Hal ini membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran ketika suatu kasus dibawa ke ranah penyelesaian sengketa.
Tidak adanya standar yang jelas dalam mengukur kerelaan juga berimplikasi pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan sah atau tidaknya hibah mahar yang dilakukan oleh istri kepada suami. Kondisi ini dapat memicu perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi hukum, terutama ketika harus membuktikan keberadaan tekanan yang bersifat non-fisik. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait konsep ikrah serta indikator kerelaan agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berpotensi dirugikan (Raihana et al., 2025).
Uraian tersebut menunjukkan bahwa kebolehan pengalihan mahar melalui mekanisme hibah masih menyisakan persoalan terkait standar kerelaan dan batasan paksaan (Amatul Jadidah et al., 2024). Dalam praktiknya, tidak semua bentuk penyerahan mahar oleh istri kepada suami dapat dengan mudah dinilai sebagai tindakan yang sepenuhnya sukarela. Terdapat kemungkinan adanya tekanan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi keputusan istri. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep ridha dan ikrah untuk menilai keabsahan hibah mahar oleh istri kepada suami secara tepat. Konsep ridha tidak hanya dimaknai sebagai persetujuan formal, tetapi juga mencerminkan adanya kebebasan kehendak tanpa intervensi pihak lain. Sebaliknya, ikrah tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan fisik, tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis, ekonomi, maupun relasi kekuasaan dalam rumah tangga.
Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji mahar dan hibah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dalam jurnal Economics and Digital Business Review menunjukkan bahwa mahar merupakan hak finansial perempuan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan ekonomi dalam perkawinan (Afrelian & Perkawinan, 2025). Hal ini menegaskan bahwa mahar bukan sekadar simbol dalam akad nikah, melainkan memiliki nilai strategis dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan ekonomi perempuan. Selain itu, penelitian dalam jurnal Mediasas menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami (Anwar, 2024). Dengan demikian, mahar memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum Islam sebagai hak eksklusif istri yang tidak boleh diabaikan atau dikurangi tanpa dasar yang sah.
Sementara itu, dalam konteks hibah, penelitian dalam jurnal Al-Majaalis menjelaskan bahwa hibah merupakan perbuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (Sa & Hatami, 2022). Artinya, hibah hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, termasuk adanya pemberi, penerima, objek hibah, serta ijab dan kabul yang jelas. Selain itu, penelitian dalam Jurnal USM Law Review menegaskan bahwa keabsahan hibah bergantung pada terpenuhinya unsur kehendak bebas tanpa adanya cacat kehendak (Maharani et al., 2025). Unsur kehendak bebas ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan validitas suatu perbuatan hukum.
Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun mahar merupakan hak penuh istri dan hibah merupakan perbuatan yang diperbolehkan, pengalihan mahar melalui hibah tetap memerlukan kajian yang lebih komprehensif. Hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep ridha dan ikrah menjadi sangat relevan untuk memberikan batasan yang jelas dalam menilai keabsahan hibah mahar, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri.
Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih terbatas pada pembahasan mahar sebagai hak istri dan hibah sebagai perbuatan hukum secara umum. Dalam berbagai kajian yang telah dilakukan, fokus utama cenderung diarahkan pada aspek normatif mengenai kewajiban pemberian mahar oleh suami serta kedudukan mahar sebagai hak penuh istri yang tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu, hibah lebih sering dibahas sebagai bentuk akad tabarru’ yang bersifat sukarela tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan objek mahar dalam hubungan suami istri. Akibatnya, pembahasan mengenai interseksi antara mahar dan hibah, khususnya ketika mahar dialihkan kembali oleh istri kepada suami, belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian hukum Islam.
Belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis pengalihan mahar melalui mekanisme hibah dari istri kepada suami dengan menitikberatkan pada prinsip kerelaan sebagai parameter utama. Padahal, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi kondisi di mana istri menyerahkan kembali mahar kepada suami dengan berbagai latar belakang, baik karena alasan ekonomi, keharmonisan rumah tangga, maupun faktor relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, prinsip kerelaan (ridha) menjadi sangat penting untuk ditelaah secara lebih mendalam, karena menentukan apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan kehendak bebas atau justru mengandung unsur paksaan yang terselubung.
Selain itu, kajian mengenai konsep ridha dan ikrah dalam konteks relasi rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan potensi tekanan terselubung, masih belum dikaji secara mendalam. Selama ini, ikrah lebih sering dipahami dalam bentuk paksaan yang bersifat nyata dan eksplisit, seperti ancaman fisik atau tekanan langsung. Namun, dalam realitas sosial, tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, maupun dominasi dalam relasi suami istri dapat menjadi bentuk ikrah yang tidak tampak secara kasat mata, tetapi tetap memengaruhi kebebasan kehendak seseorang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi agar pemahaman mengenai keabsahan suatu perbuatan hukum menjadi lebih kontekstual dan tidak semata-mata bersifat formalistik.
Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji secara spesifik keabsahan hibah mahar oleh istri kepada suami dengan menempatkan prinsip kerelaan (ridha) sebagai dasar utama penilaian hukum. Penelitian ini tidak hanya melihat terpenuhinya rukun dan syarat hibah secara formal, tetapi juga menekankan pentingnya kebebasan kehendak sebagai substansi utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai praktik hibah mahar di tengah dinamika relasi rumah tangga.
Penelitian ini juga mengintegrasikan konsep ikrah, baik dalam bentuk paksaan nyata maupun tekanan terselubung dalam relasi rumah tangga, sehingga diharapkan mampu memberikan batasan yang lebih komprehensif mengenai keabsahan hibah mahar dalam perspektif hukum Islam. Dengan memasukkan dimensi sosiologis dan psikologis dalam analisis hukum, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik di masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana keabsahan hibah mahar oleh istri kepada suami jika ditinjau dari prinsip kerelaan menurut hukum Islam?
2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui bahan pustaka sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Metode ini menitikberatkan pada penelusuran bahan hukum sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum secara sistematis (Benuf et al., 2020). Dalam konteks ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada pengkajian doktrin hukum dan asas-asas yang berkembang dalam literatur serta peraturan yang berlaku.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta konsep ridha dan ikrah sebagai dasar dalam menilai keabsahan hibah mahar. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep hukum yang menjadi landasan analisis, khususnya terkait kehendak bebas dan unsur paksaan dalam hukum Islam.
Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif (Wiraguna, 2024). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai sumber yang relevan, kemudian dianalisis melalui penafsiran hukum terhadap norma yang berlaku (ius constitutum) untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, logis, dan mendalam.
3. 	Hasil dan Diskusi
a. Keabsahan Hibah Mahar Oleh Istri Kepada Suami Ditinjau Dari Prinsip Kerelaan Menurut Hukum Islam (’An Taradin)
Dalam hukum keluarga Islam, mahar memiliki posisi yang sangat penting dan fundamental dalam struktur perkawinan. Mahar bukan sekadar pelengkap dalam akad nikah, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan. Secara makna yang lebih luas, mahar juga dapat dipahami sebagai simbol penghargaan terhadap martabat perempuan sekaligus pemberian awal yang memberikan ruang bagi istri untuk memiliki kemandirian ekonomi dalam rumah tangga (Universitas Sultan & Ageng Tirtayasa, 2023). Dengan demikian, keberadaan mahar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga.
Karena itu, mahar menjadi hak milik penuh istri dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Hak kepemilikan ini memberikan istri kewenangan penuh (tasharruf) untuk mengelola, memanfaatkan, menyimpan, bahkan mengalihkan mahar tersebut kepada pihak lain sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks ini, istri memiliki kebebasan hukum untuk menggunakan mahar tanpa intervensi dari pihak suami, termasuk apabila ia berkehendak untuk menghibahkan mahar tersebut kepada suaminya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak kepemilikan individu perempuan atas hartanya. Dengan kata lain, secara prinsip tidak terdapat larangan bagi istri untuk menghibahkan mahar, selama tindakan tersebut benar-benar lahir dari kehendaknya sendiri sebagai pemilik sah dari harta tersebut.
Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan prinsip tersebut secara eksplisit. Dalam Pasal 32 KHI disebutkan bahwa mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa istri memiliki hak penuh atas mahar yang telah diterimanya, tanpa adanya campur tangan atau klaim dari pihak suami (Adiliah et al., n.d.). Artinya, suami tidak memiliki hak untuk mengambil kembali mahar tersebut kecuali atas dasar persetujuan istri yang sah. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik eksploitasi dalam hubungan perkawinan, khususnya dalam aspek ekonomi yang kerap kali rentan terhadap ketimpangan relasi kekuasaan antara suami dan istri.
Namun demikian, dalam praktiknya muncul fenomena di mana istri menyerahkan kembali mahar kepada suami dalam bentuk hibah. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Permasalahan yang muncul bukan lagi sekadar apakah tindakan tersebut diperbolehkan, melainkan apakah hibah tersebut sah secara hukum Islam. Dalam hal ini, penentu utama keabsahan hibah mahar adalah prinsip kerelaan (’an taradin). Prinsip ini memiliki makna yang sangat mendalam, karena kerelaan tidak dapat dimaknai hanya sebagai formalitas persetujuan semata, melainkan harus benar-benar mencerminkan kebebasan kehendak tanpa adanya tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, prinsip ridha menjadi fondasi utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum dalam Islam.
Landasan normatif mengenai kebolehan hibah mahar dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang menyatakan bahwa suami diperbolehkan menerima kembali mahar apabila istri memberikannya dengan penuh kerelaan (ṭīban nafsan). Ayat ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut, tetapi juga menegaskan batasan yang sangat penting, yaitu adanya unsur keikhlasan dari pihak istri (Khair & Sulfa, 2022). Dengan demikian, fokus utama dalam menilai keabsahan hibah bukan hanya terletak pada adanya tindakan pemberian, tetapi pada kualitas kehendak yang melatarbelakangi pemberian tersebut. Jika keikhlasan tersebut tidak terpenuhi, maka secara substansi tindakan tersebut kehilangan dasar legitimasi hukumnya.
Secara hukum, pemberian mahar kepada suami hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi seluruh unsur dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam terkait hibah. Jumhur ulama menjelaskan bahwa terdapat empat rukun hibah, yaitu pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, dan sighah (ijab dan qabul) (Asiah Aqilah et al., 2023). Keempat rukun ini harus terpenuhi secara utuh agar suatu hibah dapat dinyatakan sah. Selain itu, objek hibah dalam hal ini mahar harus sudah berada dalam penguasaan fisik istri (al-qabdhu) secara nyata sebelum dapat dihibahkan kembali. Apabila mahar tersebut masih berupa utang atau belum diterima oleh istri, maka penghibahannya dapat menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat merusak keabsahan hibah tersebut.
Selain aspek objek, kecakapan hukum (ahliyah al-ada’) dari pihak istri juga menjadi syarat yang sangat penting. Istri harus berada dalam kondisi dewasa, berakal sehat, serta memiliki kesadaran penuh terhadap konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa dengan menghibahkan mahar, ia secara sukarela melepaskan sebagian atau seluruh hak ekonominya. Tanpa adanya kecakapan hukum yang memadai, maka tindakan hibah tersebut berpotensi kehilangan keabsahannya.
Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa konsep kerelaan sering kali tidak berjalan secara ideal. Dalam banyak kasus, kerelaan dapat disalahartikan atau bahkan dimanipulasi oleh pihak yang memiliki posisi dominan dalam relasi rumah tangga. Kerelaan seharusnya muncul dalam situasi yang bebas dari tekanan, baik tekanan fisik, psikologis, maupun ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hukum Islam telah menetapkan batasan yang jelas terkait cacat kehendak dalam suatu akad. Dalam hukum Islam, apabila suatu akad mengandung unsur paksaan (ikrah), kekeliruan (galathah), atau penipuan (taghrir), maka akad tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan dapat diajukan pembatalan melalui mekanisme hukum. Sementara itu, apabila terdapat unsur tipu daya dalam bentuk ketidakseimbangan yang merugikan (ghubn), maka akad tersebut dapat diajukan fasakh atau pembatalan.
Menurut Sulthan Wahidy dan Rizki Amar (2024), dalam hubungan suami-istri yang sering kali diwarnai oleh dominasi maskulin, tidak jarang ditemukan kasus di mana istri melepaskan hak atas maharnya karena adanya tekanan tertentu. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman perceraian, intimidasi emosional, maupun tekanan ekonomi yang secara sengaja diciptakan oleh pihak suami. Dalam kondisi seperti ini, meskipun secara formal tampak adanya persetujuan dari pihak istri, namun secara substansi persetujuan tersebut tidak mencerminkan kehendak yang bebas. Apabila hibah dilakukan dalam kondisi tertekan, maka secara syar’i tindakan suami yang menerima hibah tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil harta istri secara zalim.
Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an, khususnya QS. An-Nisa ayat 29, yang melarang umat Islam untuk memperoleh atau mengonsumsi harta dengan cara yang batil. Ziarahah et al. (2023) menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan, termasuk yang diperoleh melalui manipulasi psikologis dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, setiap bentuk hibah yang tidak dilandasi oleh kerelaan yang murni berpotensi melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan berfungsi sebagai filter utama yang membedakan antara perbuatan kebajikan (tabarru’) dengan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam praktiknya, pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur tekanan dalam hibah mahar menjadi sangat penting, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan benar-benar mencerminkan kehendak bebas dari pihak yang bersangkutan.
Ulama dan praktisi hukum pada umumnya sepakat bahwa hibah yang dilakukan atas dasar kerelaan yang murni merupakan bentuk perbuatan yang dianjurkan dalam Islam, karena mencerminkan nilai tolong-menolong dan keikhlasan. Namun, apabila terdapat indikasi adanya manipulasi, tekanan, atau paksaan, maka keabsahan hibah tersebut dapat gugur secara keseluruhan. Oleh karena itu, keabsahan hibah mahar tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek formal seperti adanya ijab dan qabul, tetapi juga harus ditelusuri dari aspek batiniah, yaitu niat dan kebebasan kehendak dari pihak istri.
Dengan demikian, segala bentuk penguasaan kembali mahar oleh suami tanpa adanya kerelaan yang tulus dari istri tetap dianggap sebagai bentuk kewajiban yang harus dikembalikan. Baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam kerangka hukum positif, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak individu. Pada akhirnya, penegakan prinsip kerelaan dalam hibah mahar menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan relasi dalam rumah tangga serta memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi secara optimal.
4. 	Kesimpulan
[bookmark: _Hlk67818646]Kesimpulan dari pembahasan tersebut menegaskan bahwa keabsahan hibah mahar oleh istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam pada prinsipnya diperbolehkan, namun tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya unsur kerelaan sebagai syarat utama. Prinsip ridha atau ’an taradin menjadi landasan mendasar yang menentukan sah atau tidaknya hibah tersebut. Ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 4 memberikan legitimasi terhadap penyerahan mahar oleh istri kepada suami selama dilakukan dengan penuh keikhlasan (ṭīban nafsan), tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, hibah mahar tidak hanya harus memenuhi rukun dan syarat hibah secara formal, tetapi juga harus mencerminkan kebebasan kehendak istri secara substansial. Penilaian terhadap keabsahan hibah tidak cukup hanya dilihat dari adanya persetujuan yang tampak di permukaan, melainkan harus dianalisis lebih dalam terkait kondisi psikologis, ekonomi, dan relasi kekuasaan yang mungkin memengaruhi keputusan istri. Hal ini penting karena tekanan tidak selalu bersifat nyata, tetapi juga dapat muncul secara terselubung yang tetap berdampak pada hilangnya kebebasan kehendak. Dengan demikian, keberadaan unsur ikrah, baik secara eksplisit maupun implisit, dapat menggugurkan keabsahan hibah tersebut. Secara keseluruhan, hibah mahar dinyatakan sah apabila benar-benar dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya tekanan dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, apabila terdapat unsur paksaan, maka hibah tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak dan kebebasan istri dalam menentukan kehendaknya.
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